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ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HK1/2021 tanggal 30 Maret
2021 terkait kasus sengketa merek “STRONG” antara PT. Unilever Indonesia, Thk
melawan Hardwood Private Limited. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap merek “Strong” milik
Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menyajikan data secara
deskriptif, mengenai gambaran pelindungan hukum yang diberikan bagi merek yang
sudah terdaftar serta analisis putusan dari kasus sengketa merek “Strong”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa merek “Strong” milik Hardwood Private Limited
dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028. Untuk melindungi merek “Pepsodent
Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia, Tbk, Mahkamah Agung menerapkan
pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis dan menyatakan bahwa kata “Strong” pada merek tersebut merupakan kata
umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan unsur
dominan dari merek tersebut. = Mahkamah Agung kurang tepat jika hanya
menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor
30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020. Pihak Unilever
dapat memakai pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, jika merek
“Strong” milik Hardwood Private Limited tidak digunakan selama 3 tahun berturut-
turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya. Secara aturan sistem
First to file, Hardwood Private Limited memang merupakan pihak pertama yang
mengajukan merek “Strong”, namun karena tidak ada bukti penggunaan merek di
Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Thk sebagai pihak berkepentingan berhak
mengajukan penghapusan merek tersebut pada pengadilan niaga.
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ABSTRACT

This paper examines Decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI1/2021 dated March 30,
2021 regarding the case of the "STRONG" brand dispute between PT. Unilever
Indonesia, Tbhk against Hardwood Private Limited. The purpose of this research is to
find out how the legal protection for the brand “Strong” owned by Hardwood
Private Limited and PT Unilever Indonesia, Thk based on Trademark and
Geographical Indications Law Number 20 of 2016. The research method used is
normative juridical, by presenting descriptive data, regarding the description of the
legal protection provided for registered trademarks and analysis of decisions from
the "Strong™ brand dispute case. The results show that the "Strong" brand belonging
to Hardwood Private Limited is protected for 10 years until July 9, 2028. To protect
the brand "Pepsodent Strong 12 Hours™ owned by PT. Unilever Indonesia, Tbk, The
Supreme Court applied article 83 verse 1 of Trademark and Geographical
Indications Law Number 20 of 2016 and stated that the word "Strong" in a brand is a
general word which means strong and explains the word Pepsodent which is
dominant in brand elements. The Supreme Court is not correct if it only applies
article 83 verse 1 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of
2016 to cancel the decision of the Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Merek
/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst dated November 5, 2020 Unilever may use article 74 of
Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016 to overturn a
commercial court decision, if Hardwood Private Limited's "Strong" trademark has
not been used for 3 consecutive years in the trade in goods from the date registration.
According to the First file system regulations, Hardwood Private Limited was indeed
the first to apply for the ""Strong", but because there was no evidence of the use of the
trademark in Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk as an interested party has the
right to file for deletion in a commercial court.

Keywords: Trademark, Trademark Dispute, Legal Protection, First to File

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, keberadaan merek sangatlah penting. Merek
merupakan tanda pengenal bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produk
mereka kepada masyarakat. Merek menjadi senjata dan kekuatan mereka dalam
memenangkan persaingan di dunia bisnis. Tidak sedikit biaya yang harus
dikeluarkan untuk membangun merek tersebut. Berbagai iklan di media cetak,
atau media elektonik terus-menerus dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan
merek sekaligus produknya kepada konsumen. Untuk produk tertentu,
keberhasilan penggunaan merek membuatnya menjadi identik dengan barang
yang diperdagangkan. Beberapa merek seperti Termos, Aspirin, Sanyo, Honda,
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Odol, dan contoh-contoh lainnya, adalah sebagian contoh bagaimana
keberhasilan penggunaan merek sehingga melekat dengan barang yang
diperdagangkan

Merek kata yang baik adalah merek yang menggunakan kata-kata yang
unik. Kata unik tersebut bisa berupa kata ciptaan ataupun kata temuan dari
pemiliknya. Misalnya merek Google, Sony, Toyota, Exxon, Disney, dll. Merek
ini sangat unik sebab tidak mempunyai arti sama sekali. Namun, ada kalanya
para pengusaha memakai merek yang berasal dari kata umum. Yang dimaksud
kata umum di sini adalah kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari.
Bisa juga kata dari bahasa asing yang sudah lazim digunakan. Pemakaian kata
umum inilah yang seringkali menimbulkan terjadinya sengketa merek.
Pelanggaran yang sering terjadi adalah secara keseluruhan memakai merek atau
hanya pada pokoknya meniru merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain.

Salah satu sengketa merek yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan
publik adalah sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI1/2021 yang terjadi antara PT. Unilever Indonesia, Thk
pemilik merek PEPSODENT STRONG 12 JAM sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat
Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek STRONG sebagai Termohon
Kasasi dahulu Penggugat. PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan gugatan
kepada Hardwood Private Limited karena pada Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020
mengabulkan permohonan Hardwood Private Limited. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan
permohonan kasasi dari PT UNILEVER INDONESIA, Tbk dan membatalkan
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan Kasasi Mahkamah Agung
tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa sengketa merek
STRONG ini sangat menarik untuk dibahas dan dianalisa. Penerapan pasal 83
ayat 1 UU MIG yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung terhadap
sengketa merek “Strong” tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis karya
ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM
TERHADAP MEREK "STRONG" BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan
Nomor 332 K/Pdt.Sus-HK1/2021)”

Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, maka dalam tulisan penelitian ini akan
membahas permasalahan “Bagaimana pelindungan hukum terhadap merek
“Strong” milik Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis?”
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C.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian yang
digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan
pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil
penelitian).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Merek

Pengertian merek yang dijelaskan pada pasal 1 Undang -undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut
dengan UU MIG) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2
(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.! Berdasarkan penjelasan diatas maka merk merupakan suatu
tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis
dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk
barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. 2

2. Sengketa Merek

Sengketa merupakan suatu situasi di mana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan
ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan
pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam
konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa
adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran
terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik
sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi
oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.?

Sengketa merek adalah pertentangan atau pelanggaran terhadap salah
satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas hak merek tersebut.*

! Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis.

2 Arifin, Z., & Igbal, M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal lus
Constituendum, 5(1), 47-65.

8 Amriani, Nurnaningsih . 2011. Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta:
Rajawali Pers.

4 Pratiwi, A. A. (2021). Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Bensu dengan | Am Geprek Bensu (Studi Kasus Putusan
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3. Pelindungan Hukum

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain
untuk menggunakannya.® Hak atas merek merupakan salah satu hak
kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Pemberian
pelindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek
yang mereknya sudah terdaftar saja. Pelindungan merek diberikan selama 10
tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon
mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan
minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan.®
Pelindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang
dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.
Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran
terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek
terdaftar untuk kepentingannya. Dengan adanya pelindungan tersebut
menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh
karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan pelindungan
tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum.
Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan
pelindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.
Negara wajib memberikan pelindungan terhadap pemilik merek sebagai
pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law.

4. Sistem First to file

Negara Indonesia menganut sistem konstitutif atau disebut sebagai
First to file yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek
diperlukan pendaftaran. Sistem konstitutif memiliki kelebihan lebih akurat
bagi para pemilik merek dagang yang ingin mendaftarkan mereknya untuk
mendapat pelindungan hukum oleh UU MIG, sedangkan kekurangannya
yaitu banyak pihak yang sengaja mendaftarkan merek dagang hanya untuk
mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pelindungan dari UU MIG.’

Dilihat dari sistem yang dianut oleh Indonesia, banyak pihak yang

Pengadilan Nomor 57/PDT. SUS-HKI/Merek/2019/PN Niaga JKT-PST.

S Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis.

® Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis.

"Murjiyanto, R. (2016). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem
Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran karena dalam
Undang-Undang Merek, pelindungan diberikan bagi pihak yang telah
mendaftarkan merek. Tentu saja akan membuka peluang bagi pihak yang
memiliki itikad tidak baik untuk melakukan pendaftaran, apalagi jika pihak
tersebut mengetahui ada merek yang mulai berkembang belum didaftarkan di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

E. Pembahasan
1. Kasus Posisi

Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
332 K/Pdt.Sus-HKI1/2021 yang terjadi antara PT. Unilever Indonesia, Tbk
pemilik merek PEPSODENT STRONG 12 JAM sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat
Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek STRONG sebagai
Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Gugatan yang diajukan adalah gugatan
persamaan merek antara merek dagang STRONG yang terdaftar atas nama
Hardwood Private Limited dengan nomor IDM000258478, yang dilindungi
sampai tanggal 9 Juli 2028 untuk pasta gigi, sediaan-sediaan untuk
membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk
kepertuan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis di kelas 3, dan
terdaftar dengan varian turunannya seperti Formula Strong IDM000258479,
Strong Protector IDM000447796, Formula Strong Herbal DID2019053427.

Pasta gigi merek Formula Strong telah umum diperjualbelikan di
pasaran sejak tahun 2008. Namun di kemudian hari Penggugat juga turut
mendaftarkan merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang mengajukan
permohonannya pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019
dengan nomor permohonan DID2019057948 untuk sediaan pemeliharaan
gigi; pasta gigi dan DID2019056670 untuk sediaan pemeliharaan gigi;
sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); obat kumur tanpa obat;
pasta gigi.

Adanya pemakaian kata STRONG pada merek Formula Strong dan
merek Pepsodent Strong 12 Jam diduga dapat mengecoh dan
membingungkan konsumen terkait asal kedua produk pasta gigi tersebut
apakah berasal dari perusahaan yang sama atau tidak.

PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan gugatan kepada Hardwood
Private Limited karena pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-
Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020 mengabulkan
permohonan Hardwood Private Limited. Pengadilan Niaga menyatakan
bahwa merek STRONG milik Hardwood Private Limited merupakan merek
terkenal dan menyatakan bahwa pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia, Thk
yang menggunakan merek “STRONG” adalah serupa dan memiliki
persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” milik Hardwood
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Private Limited. Disamping itu Pengadilan Niaga juga menghukum PT.
Unilever Indonesia, Tbk untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood
Private Limited sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-
HKI1/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT UNILEVER
INDONESIA, Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN
Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020. Hasilnya PT Unilever dinyatakan
tidak menjiplak merek pasta gigi Strong milik Hardwood Private Limited.
Putusan Kasasi tersebut juga membatalkan kemenangan Hardwood Private

Limited di persidangan sebelumnya di PN Jakarta Pusat.
2. Pelindungan Hukum Terhadap Merek “Strong” (Analisa Putusan Nomor
332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)

Konsep pelindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu
pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut
bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik
merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh
mempergunakan hak khusus tersebut. Jika ada pihak lain yang
mempergunakan hak khusus tersebut dengan tanpa adanya izin dari pemilik
merek terdaftar, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi
tertentu. Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran
merek antara lain melalui Hukum Perdata. Pemakaian merek tanpa hak dapat
digugat berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek
menjelaskan bahwa hukum memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar
untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan mereknya. Agar tuntutan ganti rugi memenuhi
syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu
Pertama, merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada
pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain. Kedua, merek
penggugat harus sudah terdaftar. Ketiga, penggunaan merek tanpa hak.

Penggunaan kata Strong pada merek pasta gigi yang dikeluarkan kedua
perusahaan yang berbeda menjadi fokus permasalahan. Adapun terkait
putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332
K/Pdt.Sus-HK1/2021 yang mengabulkan permohonan kasasi dari PT
UNILEVER INDONESIA, Thk dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN
Niaga.Jkt.Pst, bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek
Tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan
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merek Pepsoden yang sudah terdaftar;

b. Bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut
mengandung arti kuat atau keterangan;

c. Bahwa bardasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran
diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau
belum terdaftar. Dalam arti bahwa Pelanggar menggunakan merek
terdaftar tanpa hak;

d. Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan
kata “strong” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor
Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019
dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan
demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk
menggunakan merek tersebut;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat
membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran
merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan hukum
putusan Judex Facti sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri
dengan menolak gugatan Para Penggugat.

Salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan
tersebut diatas kurang tepat. Tanggal pengajuan pendaftaran merek tidak
sama dengan tanggal pendaftaran merek melainkan merupakan tanggal
dimulainya pelindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Merek
Pepsoden Strong 12 Jam baru terdaftar pada tanggal 22 Maret 2021 dengan
nomor IDMO000837480 dan IDMO000837479. Majelis Hakim Kkeliru
memaknai tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai
tanggal bahwa merek tersebut sudah didaftar.

Majelis Hakim sudah tepat memaknai penggunaan kata “Strong” pada
merek Pepsodent Strong 12 Jam sebagai kata yang menerangkan Pepsodent,
yang merupakan produk andalan dari pemohon kasasi. Demikian halnya
dengan kata “Strong” pada merek “Formula Strong” milik tergugat. Kata
Strong merupakan kata umum yang sudah lazim digunakan untuk jenis
barang pasta gigi sehingga tidak cukup kuat menjadi unsur pembeda dalam
suatu merek.

Jika dianalisa lebih dalam, seharusnya yang menjadi dasar untuk
membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut bukan hanya pasal 83 ayat 1
tetapi juga juncto pasal 74 ayat 1 UU MIG yang berbunyi: “Penghapusan
Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan
dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut
tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan
barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. PT
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Unilever Tbk sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan
gugatan penghapusan merek “Strong” milik Hardwood Private Limited
dengan nomor IDMO000258478 kepada pengadilan niaga dengan cara
membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya.

F. Penutup
1. Kesimpulan

Pelindungan Hukum terhadap Merek "STRONG" Berdasarkan UU No.
20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan
Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI1/2021) yaitu bahwa merek “Strong” milik
Hardwood Private Limited dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028.
Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Hardwood Private Limited sebagai pemilik
merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran
merek yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk ke pengadilan niaga.
Untuk melindungi merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik PT. Unilever
Indonesia, Tbk, Mahkamah Agung menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan
menyatakan bahwa kata “Strong” pada merek tersebut merupakan kata
umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan
unsur dominan dari merek tersebut. Mahkamah Agung kurang tepat jika
hanya menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan
Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5
November 2020. Pihak Unilever dapat memakai pasal 74 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk
membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, jika merek “Strong” milik
Hardwood Private Limited tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut
dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya. Secara aturan
sistem First to file, Hardwood Private Limited memang merupakan pihak
pertama yang mengajukan merek “Strong”, namun karena tidak ada bukti
penggunaan merek di Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai pihak
berkepentingan berhak mengajukan penghapusan merek tersebut pada
pengadilan niaga.

2. Saran
Hakim Agung yang menangani kasus sengketa merek sebaiknya
memahami aturan yang ditetapkan pada UU MIG. Kesalahan Majelis Hakim
dalam memaknai tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai
tanggal pendaftaran merek dapat menghasilkan putusan Kasasi yang kurang
tepat berdasarkan UU MIG.
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Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM juga sebaiknya berhati hati dalam memutus pendaftaran suatu merek,
agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa merek.
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